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WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   41    TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU                              
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH                    

KOTA BANJARBARU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 
  

WALI KOTA BANJARBARU, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64             
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kota Banjarbaru; 

   
  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9              

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah                      
Kota Banjarbaru; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah                       
Kota Banjarbaru; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3822); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 
 
 

4. Undang-Undang... 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 

tentang Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan; 
   
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

   
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10                    

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru                    
Nomor  37); 

 
  12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah                         
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 
Tahun 2014 Nomor 11); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN... 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 11 
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BANJARBARU. 

 
 

PASAL I 
 
Ketentuan Lampiran III Bagan Akun Standar diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 
 

 
PASAL II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 
 

  Ditetapkan di  Banjarbaru 
pada tanggal  11 Nopember  2020 
 
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU, 
 

TTD 
 

BERNHARD E. RONDONUWU 
   

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  11 Nopember  2020         
 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 TTD 
 
   SAID ABDULLAH 
 

  

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 41 
 
 

 

 

 

  


